SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 49  TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL.

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin akuntabilitas pemanfaatan
anggaran Belanja Tidak Terduga sesuai dengan rencana
kebutuhan barang dan jasa, Pengguna Anggaran dapat
melakukan perubahan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB)
sesuai dengan kebutuhan barang dan jasa yang akan
dibiayai dengan Belanja Tidak Terduga;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul
Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian Dan
Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Kabupaten = Dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun
1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat
dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan  Pengelolaan Bantuan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4829);

. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi
Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 34);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;



Menetapkan

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun

11.

12.

2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 8) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 11 Tahun 2012 Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun
2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri C Nomor 05)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 05 Tahun 2010 tentang Penanggulangan
Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun
2015 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 62);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja
Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun
2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN

PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA.



Pasal I
Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah

Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 4), diubah sebagai berikut :

Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 BAB baru yakni BAB IVA, dan
diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 4A,

sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IVA
PERUBAHAN RENCANA KEBUTUHAN BELANJA (RKB)

Pasal 4A

(1) SKPD dapat mengajukan permohonan perubahan Rencana Kebutuhan
Belanja (RKB) atas BTT yang telah diterima kepada Bupati dengan
tembusan PPKD.

(2) Permohonan Perubahan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alasan yang jelas dan
dapat dipertanggungjawabkan serta mendukung maksud dan tujuan
BTT.

(3) Perubahan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah disetujui oleh Bupati melalui
TAPD.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 24 April 2020

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul

pada tanggal 24 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,
ttd
HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 49

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
——ASISTEN\PEMERINTAHAN
/b8, PET, KEPALA BAGIAN HUKUM
A I AN

< NIP_195802081992031007



